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w DPR Utamakan Harmonisasi

Sikapi Rencana Perppu KPK

DEWAN Perwakilan Rakyat nyananti dan tentu hubungan
(DPR) berharap pemerintah = antara lembaga pemerintah
.melakukan pertimbangan dan DPR tetap harus dijaga
matang sebelum menerbltkan harmomsasmya untuk kepen-

- PerppuKPK. .
Menurutg\lf“f{ m‘é
Azis Syam: ddin, aturan me-
butkan bahwa perppuha-

d
ﬁ;lam keadaaa mendesak, ji-
katerjadi kekos‘angan hukum,

. ANTARA/FUSPA PERWITASAR|

Lol dan situasi genting,
, Kami da { “Dalam kondisi saat ni kan
unsur p|mp|nan tidak terjadi kekosongan hu-
kum dan kegentingan,” kata
Mmenyera hkan Aziséaatdite%ﬁalﬁ dikompleks-
itu kepada parlemen, Jakarta, kemarin.
. Menurut Azis, berhagai per- -
p emerinta h timbangan perlu dikaji ur?tuk
untuk ; menjaga hubungan baik anta-
ra presiden selaku eksekutif
melakUkan dan DPR selaku legislatif.
pem m b an g an Walaupun demikian, Azis me-
b nyebutkan DPR menyerahkan
hukum., sepenuhnya keputusan pener-
bitan Perppu KPK kepada Pre-
Azis Syamsuddin siden Joko Widodo.
Waki Ketua DPR “Kamitunggu sajapadasaat-

at diterbitkan apabila

tmgan negara. Kami dari un-
“sur pimpinan menyerahkan
_itu kepada pemerintah untuk
melakukan pertimbangan hu-
kum,” ujar Azis.
‘Sementara-itu; Plt Menteri
Hukum dan HAM Tjahjo Ku-
molomengatakan hingga kini
Presiden Jokowi helum mem-
berikan arahan terkait de-
ngan penerbitan Perppu KPK.

. “Terkait Perppu.KPK sampai
. sekarang belumada.” =

Kendati belum mendapat
arahan, Tjahjo menegaskan
pihaknya siap untuk melaksa-
nakan apa yang nanti menjadi
keputusan Presiden Jokowi
terkait Perppu KPK. Dia me-
. ngatakan Kemenkum dan
HAM telah menyiapkan de-
ngan bak seluruh materi yang
dibutuhkan Jokowi.

Lebih lanjut Tjahjo menam-

bahkan, selain Perppu KPK,
Kemenkum dap HAM juga
menyiapkan materi untuk
sejumlah RUU yang pengesah-
annya ditunda DPR beberapa
waktu lalu.

Perihal banyaknya kesalah-
an pengetikan dalam revisi UU
KPK, Badan Legislasi (Baleg)
DPR menyehut hal tersebut
merupakan sesuatu yang wa-
jar dalam pembuatan UU,

“Ya, biasalah kalau salah ke-
tik itu, tetapi kan maksudnya
jelas,” kata Ketua Baleg DPR
periode 2014-2019, Supratman
Andi Agtas.

Sebagaimana diberitakan,
salah ketik di UU KPK hasil re-
visi yang disahkan DPR pada
17 September 2019 itu ada
pada Pasal 29 huruf e yang
menjelaskan perihal syarat
pimpinan KPK. Di situ tertulis
syarat huruf e, berusia paling
rendah 50 tahun, tetapi kete-
rangan di dalam kurung yang
ditulis dengan huruf tertulis
ialah ‘empat puluby’ tahun. |

“Seingat saya yang benar 50,
tinggal diperbaiki,” ujar Su-
pratman sembari menambah-
kan salah ketik bukan berarti
pembahasan RUU KPK tidak
akurat. (Uta/Ant/P-4/X-3)
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